
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR 3 TAHUN 2016   

TENTANG     
IZIN PEMAKAIAN TANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan tanah milik dan/atau yang 
dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 
perkembangan perekonomian, pembangunan dan kebutuhan di 
daerah serta meningkatkan pelayanan Izin Pemakaian Tanah 
kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 
tentang Izin Pemakaian Tanah; 

b. bahwa sehubungan dengan perkembangan pelayanan Izin
Pemakaian Tanah dan penyesuaian terhadap peraturan
perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Izin Pemakaian Tanah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188); 
 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5679); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang 
Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Tahun 
1953 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 362); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5533); 

 
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2014 Nomor 199); 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 
2015 Nomor 2036); 

 
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 
Tahun 2014 tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 18); 
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15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2); 
 

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 13); 

 
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2014-2034 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10); 

 
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 16). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 

DAN 

WALIKOTA SURABAYA, 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :  
 

1. Daerah adalah Kota Surabaya. 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 

 
3. Walikota adalah Walikota Surabaya. 

 
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota 

Surabaya. 
 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan 
Tanah Kota Surabaya. 

 



4 

 

6. Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah 
Daerah. 

 

7. Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah 
izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk 
memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau 
hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5   Tahun 1960. 

 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 
tetap dan bentuk badan lainnya. 

 

9. Peresmian Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat 
Peresmian IPT adalah pemberian Izin Pemakaian Tanah 
terhadap tanah yang belum ada bangunan dan belum ada izin 
pemakaian tanah diatasnya. 

 

10. Pemutihan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat 
Pemutihan IPT adalah pemberian izin pemakaian tanah terhadap 
tanah yang telah ada bangunan dan belum ada izin pemakaian 
tanah diatasnya. 

 

11. Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat 
Perpanjangan IPT adalah perpanjangan terhadap izin 
pemakaian tanah yang akan atau sudah habis masa berlakunya. 

 

12. Pengalihan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat 
Pengalihan IPT adalah beralihnya Izin Pemakaian Tanah dari 
pemegang izin pemakaian tanah lama kepada pemegang izin 
pemakaian tanah baru. 

 

13. Pemecahan Izin Pemakaian Tanah adalah pembagian   1 (satu) 
bidang tanah menjadi 2 (dua) atau lebih bidang dimana setiap 
bidang diterbitkan izin pemakaian tanah. 

 

14. Penggabungan Izin Pemakaian Tanah adalah penyatuan 2 (dua) 
atau lebih bidang tanah menjadi 1 (satu) bidang dengan 
diterbitkan 1 (satu) izin pemakaian tanah. 

 

15. Peningkatan jangka waktu Izin Pemakaian Tanah adalah 
peningkatan Izin Pemakaian Tanah jangka pendek 2 (dua) tahun 
menjadi Izin Pemakaian Tanah jangka menengah      5 (lima) 
tahun atau peningkatan Izin Pemakaian Tanah jangka 
menengah 5 (lima) tahun menjadi Izin Pemakaian Tanah jangka 
panjang 20 (dua puluh) tahun. 

 

16. Pengurangan jangka waktu Izin Pemakaian Tanah adalah 
pengurangan Izin Pemakaian Tanah jangka menengah   5 (lima) 
tahun menjadi Izin Pemakaian Tanah jangka pendek 2 (dua) 
tahun atau pengurangan Izin Pemakaian Tanah jangka panjang 
20 (lima) tahun menjadi Izin Pemakaian Tanah jangka 
menengah 5 (lima) tahun. 
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17. Perubahan Izin Pemakaian Tanah adalah perubahan data yang 
tercantum dalam Izin Pemakaian Tanah, bukan karena 
pengalihan Izin Pemakaian Tanah. 

 
18. Persetujuan Pengalihan Izin Pemakaian Tanah adalah 

persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam rangka 
pengalihan Izin Pemakaian Tanah. 

 

19. Persetujuan Penjaminan Bangunan adalah persetujuan yang 
diberikan oleh Kepala Dinas terhadap bangunan diatas tanah 
yang telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk dijadikan 
jaminan utang pada lembaga keuangan. 

 

20. Pemberian Izin Pemakaian Tanah Pengganti adalah pemberian 
penggantian dari Izin Pemakaian Tanah yang masih berlaku 
karena hilang atau rusak. 

 

21. Blokir Izin Pemakaian Tanah adalah pembekuan Izin Pemakaian 
Tanah karena terdapat permasalahan atau sengketa terhadap 
bangunan atau pemakaian tanahnya. 

 

22. Penghapusan Blokir Izin Pemakaian Tanah adalah pembukaan 
dan pencoretan blokir pada Surat Izin Pemakaian Tanah 
berdasarkan surat keterangan pelunasan dari kreditur atau 
permasalahan penyebab blokir Izin Pemakaian Tanah telah 
diselesaikan. 

 

 
BAB II 

TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah dalam rangka tertib 
administrasi pemanfaatan tanah serta sebagai bentuk pengendalian 
atas pemakaian tanah milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah 
oleh pihak lain. 

 
 

BAB III 
KETENTUAN PERIZINAN 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 3 
 

(1) Pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau 
yang senyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan, 
sepanjang tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah. 

 

(2) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pemakaian dalam bentuk menaruh pada, didalam, diatas, 
melintas atau menembus tanah. 
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Bagian Kedua 
Kewenangan 

 
Pasal 4 

 
(1) Setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan yang akan 

memakai tanah harus terlebih dahulu memperoleh IPT dari 
Walikota. 

 

(2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilimpahkan kepada Kepala Dinas. 

 
 

Bagian Ketiga 
Jangka Waktu IPT 

 
Pasal 5 

 
IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibedakan 
sebagai berikut : 

 
a. IPT jangka panjang, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun 

dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 20 (dua puluh) 
tahun khusus untuk usaha dan rumah tinggal; 

 
b. IPT jangka menengah, yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan 

dapat diperpanjang setiap kali paling lama   5 (lima) tahun; 
 

c. IPT jangka pendek, yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat 
diperpanjang setiap kali paling lama  2 (dua) tahun. 

 
 

Bagian Keempat 
Jenis Pelayanan 

 
Pasal 6 

 
(1) Pelayanan Pemakaian Tanah meliputi : 

a. pelayanan pemberian IPT; 

b. pelayanan selain pemberian IPT. 

 

(2) Pemberian IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   huruf a, 
meliputi : 

a. peresmian IPT; 

b. pemutihan IPT; 

c. perpanjangan IPT; 

d. pengalihan IPT; 

e. pemecahan IPT; 

f. penggabungan IPT; 



7 

 

g. peningkatan jangka waktu IPT; 

h. pengurangan jangka waktu IPT; 

i. perubahan IPT; 

j. pencabutan IPT. 

 

(3) Pelayanan selain pemberian IPT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, meliputi : 

a. persetujuan pengalihan IPT; 

b. persetujuan penjaminan bangunan; 

c. persetujuan penelitian pengukuran dan peruntukan tanah 
dalam rangka peresmian/pemutihan IPT; 

d. persetujuan penelitian pengukuran dan peruntukan tanah 
dalam rangka pemecahan/penggabungan IPT; 

e. persetujuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan diatas 
tanah aset Pemerintah Daerah yang telah diterbitkan IPT; 

f. Pemberian IPT Pengganti; 

g. blokir IPT; 

h. penghapusan blokir IPT. 

 

(4) Tata cara pelayanan pemakaian tanah diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Walikota. 

 

BAB IV 
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IPT  

 
Bagian Kesatu 

Kewajiban 
 

Pasal 7 
 

Pemegang IPT mempunyai kewajiban yaitu : 
 

a. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
 

b. memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan 
sebagaimana tersebut dalam IPT; 

 

c. memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas, apabila 
bangunan diatas tanah yang telah dikeluarkan IPT akan dijadikan 
agunan atas suatu pinjaman atau akan dialihkan kepada pihak 
lain. 
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Bagian Kedua 
Larangan 

 

Pasal 8 
 

(1) Pemegang IPT dilarang: 
 

a. mengalihkan IPT kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis 
dari Kepala Dinas; 

 

b. menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun sejak 
dikeluarkannya IPT; 

 

c. menyerahkan penguasaan tanah yang telah diterbitkan IPT  
kepada pihak lain dengan atau tanpa perjanjian. 

 

(2) Penelantaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berlaku terhadap IPT dengan kondisi persil : 

 

a. telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan; atau  
 

b. belum diajukan permohonan untuk diterbitkan Izin Mendirikan 
Bangunan. 

 
 

BAB V 
PENGALIHAN IPT 

 

Pasal 9 
 

(1) Pengalihan IPT disebabkan hal-hal sebagai berikut : 
 

a. pewarisan bangunan yang berdiri diatas tanah IPT; 
 

b. hibah bangunan yang berdiri diatas tanah IPT; 
 

c. jual beli bangunan yang berdiri diatas tanah IPT; 
 

d. lelang bangunan yang berdiri diatas tanah IPT. 
 

(2) Pemegang IPT yang mengajukan permohonan pengalihan IPT 
karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 
huruf c, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan 
pengalihan IPT dari Kepala Dinas. 

 
 

BAB VI 
BERAKHIRNYA IPT 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 10 
 

IPT dapat berakhir apabila : 
 

a. masa berlaku IPT berakhir dan pemegang IPT tidak 
memperpanjang IPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

b. atas permintaan sendiri; 
 

c. pemegang IPT meninggal dunia; 
 

d. IPT dicabut. 
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Pasal 11 
 

(1) Dalam hal pemegang IPT meninggal dunia, maka ahli warisnya 
dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk 
mendapatkan IPT sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
(2) Retribusi yang telah dibayarkan oleh pemegang IPT yang 

meninggal dunia, tetap diperhitungkan. 
 
 

Bagian Kedua 
Pencabutan IPT 

 

Pasal 12 
 

(1) IPT dapat dicabut tanpa pemberian ganti kerugian atas bangunan 
dari Pemerintah Daerah apabila : 

 

a. pemegang IPT melanggar atau tidak memenuhi ketentuan 
yang ditetapkan dalam surat IPT; 

 

b. tanah ditelantarkan hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya 
IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; 

 

c. ternyata dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan yang 
diajukan untuk mendapatkan IPT tidak benar; 

 

d. pemegang IPT tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai 
subyek pemegang IPT; 

 
e. adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 
 

(2) IPT dapat dicabut dengan pemberian ganti kerugian atas 
bangunan apabila tanah yang bersangkutan dibutuhkan untuk 
kepentingan umum. 

 

(3) Besarnya ganti rugi atas bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dihitung berdasarkan hasil penilaian dari penilai publik. 

 

(4) Dalam hal bekas pemegang IPT menolak bentuk dan/atau 
besarnya ganti kerugian, maka ganti kerugian dimaksud dititipkan 
ke Pengadilan Negeri. 

 

(5) Penitipan Ganti  Kerugian selain  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), juga dilakukan dalam hal bekas pemegang IPT tidak 
diketahui keberadaannya. 

 
 

Pasal 13 
 

(1) Dalam hal IPT telah dicabut dan bekas pemegang IPT masih 
mempunyai utang retribusi, maka bekas pemegang IPT wajib 
untuk memenuhinya. 

 

(2) Tata cara pemenuhan utang retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 
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Bagian Ketiga 
Pengosongan  

 

Pasal 14 
 

(1) Apabila IPT dicabut tanpa ganti rugi atas bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), maka bekas pemegang IPT 
harus segera mengosongkan tanah dalam tenggang waktu 30 
(tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan tentang pencabutan 
IPT. 

 
(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tidak 

dipenuhi oleh bekas pemegang IPT, maka pengosongan tanah 
akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

 
 

Pasal 15 
 

(1) Apabila IPT dicabut dengan pemberian ganti rugi atas bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka bekas 
pemegang IPT harus segera mengosongkan bangunan dalam 
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ganti rugi 
atas bangunan. 

 
(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dipenuhi oleh bekas pemegang IPT, maka pengosongan 
bangunan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

 
 

Pasal 16 
 

Tata cara pengosongan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Walikota. 
 

BAB VII 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 
Pasal 17 

 
(1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian 

terhadap tanah yang telah diterbitkan IPT. 
 
(2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilimpahkan kepada Kepala Dinas. 
 
(3) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 
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BAB VIII 
SANKSI ADMINISTRATIF  

  
Pasal 18  

  

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan   Pasal 4 ayat 
(1), Pasal 7 huruf b, huruf c dan/atau  Pasal 8 ayat (1) dikenakan 
sanksi administratif berupa : 

 

a. teguran tertulis; 
 

b. pencabutan IPT diikuti dengan pengosongan tanah. 
 

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

 
 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN  

  
Pasal 19 

 
IPT yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini 
dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan setelah masa berlaku IPT 
tersebut berakhir harus melakukan perpanjangan sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

 
 

 BAB X 
KETENTUAN PENUTUP  

 
Pasal 20 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang 
Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Surabaya Tahun 1997 Nomor 1/B) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
 
 

Pasal 21 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Surabaya. 

 
 

Ditetapkan  di Surabaya 
pada tanggal 23 Pebruari 2016 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
ttd. 

 
TRI RISMAHARINI  

Diundangkan di ………. 
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Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal 21 April 2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

 ttd. 

HENDRO GUNAWAN 

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 3 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR 90-2/2016. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006 



PENJELASAN 

ATAS  

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR 3 TAHUN 2016  

TENTANG 
IZIN PEMAKAIAN TANAH  

 

I. UMUM 

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan tanah milik/dikuasai oleh  
Pemerintah Daerah, maka terhadap tanah yang tidak dipakai untuk 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui 
pemberian Izin Pemakaian Tanah oleh Kepala Daerah/pejabat yang ditunjuk. 
Pengaturan terhadap pemberian Izin Pemakaian Tanah berpedoman pada 
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 
tentang Izin Pemakaian Tanah. 

 
Sehubungan dengan perkembangan pelayanan Izin Pemakaian Tanah dan 

penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan serta dalam rangka 
melindungi hak masyarakat, khususnya bekas pemegang Izin Pemakaian Tanah, 
maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 
1997 perlu disesuaikan.   

 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan pelayanan Izin 

Pemakaian Tanah lebih optimal serta memberikan perlindungan hukum kepada 
pemegang Izin Pemakaian Tanah. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 : Cukup jelas. 

Pasal 2 : Cukup jelas. 

Pasal 3   

Ayat (1) : Yang dimaksud pihak yang senyata-nyata menguasai adalah pihak 

yang menguasai secara fisik tanah.  

Ayat (2) : Cukup jelas.  

Pasal 4 : Cukup jelas. 

Pasal 5 : Cukup jelas. 

Pasal 6 : Cukup jelas. 

Pasal 7 : Cukup jelas. 

Pasal 8  

 Huruf a : Cukup jelas. 
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 Huruf b : Yang dimaksud dengan menelantarkan tanah yaitu : 

a. Pemegang IPT belum mendirikan bangunan yang sesuai 
dengan peruntukan/penggunaan yang tercantum dalam IPT, 
kecuali pemegang IPT belum memanfaatkan tanah karena 
dalam proses pengajuan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, 
yang permohonan pengajuannya telah disampaikan kepada 
UPTSA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu 
IPT berakhir; 

b. tidak menjaga/melakukan pengamanan tanah obyek IPT, 
sehingga tanah tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain. 

 Huruf c : tanah yang dilarang diserahkan penguasannya yaitu tanah yang 
telah diterbitkan IPT namun belum terdapat bangunan.   

Yang dimaksud dengan menyerahkan penguasaan tanah antara 
lain  dengan cara meyewakan tanah atau dalam bentuk lainnya 
tanpa disertai dengan peralihan IPT. 

Pasal 9  : Cukup jelas. 

Pasal 10 : Cukup jelas 

Pasal 11 : Ahli waris dapat melanjutkan IPT melalui prosedur pengalihan IPT. 

Pasal 12 :  

Ayat (1) : Cukup jelas.  

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan 
umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait dengan pengadaan tanah. 

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan “Penilai Publik” adalah Penilai selain Penilai 
Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi 
anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah. 

Ayat (4) : Cukup jelas. 

Pasal 13 : Cukup jelas. 

Pasal 14 : Cukup jelas. 

Pasal 15 : Cukup jelas. 

Pasal 16 : Cukup jelas. 

Pasal 17 : Cukup jelas. 

Pasal 18 : Cukup jelas. 

Pasal 19 : Cukup jelas. 

Pasal 20 : Cukup jelas. 

Pasal 21 : Cukup jelas. 
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